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PRAKATA

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan segala kerendahan hati dan puji syukur ke 
hadirat Allah Swt, kami persembahkan buku “Filantropi 
Islam Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan”. Buku ini 
merupakan buah dari kajian yang tim penulis lakukan 
mengenai peran yang tidak ternilai gerakan filantropi Islam 
dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, 
sebuah isu krusial yang semakin mendesak di tengah 
tantangan global saat ini.

Filantropi Islam yang memiliki akar yang kuat 
dalam Al-Qur’an dan Sunnah yang sarat dengan nilai-nilai 
kedermawanan, keadilan sosial, dan kepedulian terhadap 
sesama, telah menginspirasi jutaan Muslim di seluruh 
dunia untuk berbuat kebajikan dalam berbagai bentuk dan 
gerakan. Namun, seringkali potensi luar biasa ini belum 
sepenuhnya terinternalisasi dan terintegrasi secara optimal 
dalam agenda pembangunan yang lebih luas, sehingga buku 
ini hadir sebagai upaya untuk mengisi kekosongan tersebut, 
menawarkan kerangka pemikiran yang komprehensif tentang 
bagaimana filantropi Islam dapat menjadi motor penggerak 
pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berkeadilan.

Keprihatinan mendalam atas kesenjangan sosial, 
kemiskinan, dan kerusakan lingkungan yang masih menjadi 
momok di banyak belahan dunia. Kami sangat percaya 
bahwa solusi atas permasalahan ini tidak hanya terletak 
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pada kebijakan makro pemerintah atau intervensi lembaga 
internasional semata, tetapi juga pada penguatan inisiatif 
dari akar rumput, yang diinspirasi oleh nilai-nilai luhur 
agama. Islam, dengan konsep-konsep seperti zakat, infak, 
sedekah, dan wakaf (Ziswaf ), telah menyediakan mekanisme 
filantropi yang terbukti efektif selama berabad-abad 
dalam mengatasi berbagai persoalan sosial dan ekonomi. 
Pertanyaan mendasar yang kemudian muncul dalam benak 
kami adalah: bagaimana kita dapat mengoptimalkan dan 
mengadaptasi praktik-praktik filantropi Islam ini agar selaras 
dengan agenda pembangunan berkelanjutan modern, yang 
mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan?

Dalam buku ini mengulas berbagai aspek, mulai dari 
dasar-dasar teologis filantropi Islam, instrumen-instrumen 
Ziswaf dan potensi transformatifnya, hingga studi kasus 
tentang bagaimana filantropi Islam telah berkontribusi pada 
pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). 
Kami juga menyoroti tantangan dan peluang yang dihadapi 
dalam mengelola filantropi Islam secara profesional, 
transparan, dan akuntabel, pentingnya inovasi dan kolaborasi 
lintas sektor untuk memaksimalkan dampaknya, serta 
merenungkan kembali potensi filantropi Islam sebagai solusi 
alternatif dalam membangun masa depan yang lebih baik. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada Pusat 
Kajian Filantropi Islam dan Kemanusiaan Prodi Hukum 
Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Purwokerto 
dan Laboratorium Zakat Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Purwokerto yang telah memberikan ruang 
yang sebesar-besarnya untuk melakukan proses kajian dan 
publikasi termasuk dalam dalam penulisan buku ini. Selain 
itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada LAZISMU 
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Banyumas yang telah membantu dalam penerbitan buku ini. 

Akhir kata, kami menyadari bahwa buku ini jauh dari 
sempurna. Kritik dan saran membangun akan senantiasa 
saya sambut dengan lapang dada demi perbaikan di masa 
mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan 
taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Purwokerto, 23 Juli 2025

Penulis
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BAB 1
KONSEP DASAR FILANTROPI 
ISLAM DAN PEMBANGUNAN 

BERKELANJUTAN

A.	 Konsep Dasar Filantropi Islam

Filantropi menurut Kamus Besar Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI) berarti cinta kasih atau kedermawanan 
kepada sesama. Menurut Hilman Latief (Latief, 2010) 
pengertian filantropi adalah bentuk kepedulian seseorang 
atau sekelompok orang terhadap orang lain berdasarkan 
kecintaan pada sesama manusia. Namun, apabila dimaknai 
secara harfiah filantropi adalah konseptualisasi dari 
praktik memberi (giving), pelayanan (services), dan asosiasi 
(association) yang secara sukarela untuk membantu pihak 
lain yang sedang membutuhkan sebagai bagian dari ekspresi 
rasa cinta (Amar, 2017). Filantropi sebagai sebuah bentuk 
kecintaan kepada manusia dan telah lama dipraktikkan 
oleh berbagai entitas masyarakat di berbagai belahan dunia, 
hal tersebut dikarenakan bersamaan dengan timbulnya 
pentingnya kesadaran dan keadilan sosial di masyarakat, 
apalagi filantropi secara etik dan moral menjadi sesuatu yang 
integral di dalam agama dan budaya masyarakat tertentu. 

Filantropi yang termanifestasi dalam bentuk pemberian, 
kecintaan, dan kepedulian kepada sesama manusia yang 
dibuktikan dengan adanya bentuk sumbangan (donasi), 
waktu, tenaga, dan sumber daya (skill) untuk dapat 
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memperbaiki kondisi sosial, lingkungan, kemanusiaan, dan 
lainnya, sehingga filantropi selalu erat kaitannya dengan istilah 
kemanusiaan, kepedulian, penyantunan, pemberdayaan, dan 
peningkatan yang berkaitan kehidupan umat kemanusiaan 
(Hasyim, 2018). Oleh sebab itu kesadaran  berderma untuk 
saling membantu ini telah melewati batas agama, ras, 
negara, dan golongan tertentu, dikarenakan kepedulian dan 
kecintaan sesama manusia yang menjadi dasarnya. 

Secara kelembagaan praktik filantropi telah mampu 
dipraktikkan secara individu, yayasan, organisasi, komunitas, 
dan perusahaan yang memiliki kepedulian besar dan sikap 
sukarela agar mampu berkontribusi terhadap kehidupan 
perbaikan kondisi sosial, lingkungan, dan kemanusiaan, 
sehingga tujuan dan praktik filantropi kini menjadi sebagai 
gerakan/upaya menciptakan kebaikan dan kesejahteraan 
dan dampak positif yang harapannya mampu menimbulkan 
kedermawanan kolektif yang dilakukan oleh berbagai 
kegiatan dalam mendorong perubahan sosial seperti 
pengentasan kemiskinan, perwujudan kesejahteraan publik, 
keadilan sosial, dan penguatan demokrasi (Latief, 2013). 

Sementara dalam konteks filantropi Islam adalah sebuah 
konsep kedermawanan yang berakar kuat dalam ajaran 
Islam, bukan sekadar tindakan sukarela, melainkan bagian 
integral dari ibadah dan tanggung jawab sosial seorang 
Muslim. Di mana prinsip-prinsipnya didasarkan pada nilai-
nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang bertujuan untuk 
mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat. 
Adapun elemen dalam filantropi Islam adalah Zakat, Infak, 
Sedekah, dan Wakaf (Ziswaf ) meskipun masing-masing 
memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda, namun 
saling melengkapi dalam menciptakan sistem dukungan 
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sosial yang komprehensif (Makhrus, 2024).

Zakat sebagai pilar utama filantropi Islam dan salah satu 
rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang 
memenuhi syarat (nisab dan haul). Zakat memiliki ketentuan 
yang sangat spesifik mengenai jenis harta yang dizakatkan 
(misalnya emas, perak, hasil pertanian, perniagaan, dan 
penghasilan), jumlah yang harus dikeluarkan (nisab), serta 
waktu pengeluarannya (haul). Distribusi zakat juga telah 
ditetapkan secara jelas kepada delapan golongan penerima 
(asnaf) yang meliputi: fakir, miskin, amil, mualaf, riqab 
(budak), gharimin (orang yang berhutang), fisabilillah 
(pejuang di jalan Allah), dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan 
bekal). Tujuan utama zakat adalah membersihkan harta, 
mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mendistribusikan 
kekayaan kepada yang membutuhkan.

Infak adalah pengeluaran harta yang bersifat sukarela 
untuk tujuan kebaikan, baik untuk kepentingan individu 
maupun umum. Berbeda dengan zakat, infak tidak 
memiliki batasan nisab, haul, atau jenis harta yang spesifik. 
Seseorang dapat berinfak kapan saja dan berapa saja sesuai 
kemampuannya di mana infak dapat diberikan kepada 
siapa saja yang membutuhkan, termasuk kerabat, anak 
yatim, orang miskin, atau untuk kepentingan umum seperti 
pembangunan masjid, sekolah, atau fasilitas sosial lainnya, 
sehingga infak lebih menekankan pada kedermawanan dan 
semangat berbagi tanpa adanya kewajiban yang mengikat 
secara hukum syariat seperti zakat.

Sedekah memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan 
infak. Sedekah mencakup segala bentuk pemberian kepada 
orang lain, baik materi maupun non-materi, dengan niat 
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ikhlas karena Allah SWT. Misalnya, sedekah non-materi 
antara lain senyuman, perkataan yang baik, membantu 
orang lain dengan tenaga, atau menyingkirkan duri di 
jalan. Sedekah bersifat sangat fleksibel, tidak terikat jumlah, 
waktu, atau jenis harta. Dalam Islam, setiap perbuatan baik 
yang dilakukan dengan niat ikhlas dianggap sebagai sedekah. 
Konsep sedekah menunjukkan bahwa filantropi tidak hanya 
terbatas pada aspek finansial, tetapi juga mencakup dimensi 
sosial dan spiritual yang lebih luas.

Wakaf adalah penyerahan sebagian harta benda (baik 
benda bergerak maupun tidak bergerak) yang dimiliki 
oleh individu atau badan hukum untuk dimanfaatkan 
secara permanen atau dalam jangka waktu tertentu demi 
kepentingan umum atau tujuan keagamaan. Harta wakaf 
tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan, melainkan 
harus dikelola secara produktif agar manfaatnya dapat terus 
mengalir secara berkelanjutan. Misalnya, wakaf meliputi 
tanah untuk masjid, sekolah, rumah sakit, sumur, atau 
bahkan wakaf uang yang dikelola secara profesional untuk 
menghasilkan keuntungan yang kemudian disalurkan 
untuk kepentingan umat, di mana wakaf berorientasi 
pada keberlanjutan dan pemberdayaan jangka panjang, 
menciptakan aset yang terus memberikan manfaat lintas 
generasi (Fauzia, 2016).
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Tabel 1 : perbedaan filantropi Islam dengan filantropi 
konvensional.

Fitur Filantropi Islam Filantropi Konvensional
Sumber dan 
landasan

Al-Qur’an, Hadis (wahyu 
Ilahi). Bagian dari ibadah.

Nilai kemanusiaan, etika 
universal, dorongan 
moral, peraturan hukum.

Bentuk 
utama

Zakat (wajib, terikat nisab 
& asnaf ), Infaq (sukarela, 
umum), Sedekah (luas, bisa 
non-materi), Wakaf (aset 
produktif, abadi).

Donasi uang/barang, 
sumbangan sukarela, 
yayasan amal, corporate 
social responsibility 
(CSR), dan volunteering.

Motivasi 
utama

Kewajiban agama, mencari 
ridha Allah dan pahala, 
membersihkan harta dan 
jiwa, syukur nikmat.

Kemanusiaan & empati, 
tanggung jawab sosial, 
membangun citra positif, 
insentif pajak.

Orientasi 
tujuan

Jangka panjang dan 
berkelanjutan (melalui 
wakaf ), keadilan sosial 
dan pemerataan kekayaan, 
pemberdayaan umat.

Penanganan isu sosial 
spesifik (kemiskinan, 
pendidikan, kesehatan), 
bantuan langsung 
(charity), pembangunan 
kapasitas.

Fleksibilitas Terikat aturan spesifik 
(terutama zakat dan wakaf ), 
namun infak dan sedekah 
lebih fleksibel.

Umumnya lebih fleksibel 
dalam jenis bantuan, 
jumlah, dan penerima, 
tergantung fokus 
lembaga.

Konsep 
kepemilikan

Harta adalah milik Allah, 
manusia hanya pemegang 
amanah.

Harta adalah 
kepemilikan pribadi 
yang disumbangkan 
secara sukarela.

Contoh 
Institusi

Badan Amil Zakat Nasional 
(BAZNAS), Lembaga Amil 
Zakat (LAZ), Nazhir Wakaf 
(pengelola wakaf ).

Palang Merah 
Internasional, UNICEF, 
yayasan swasta, LSM 
lingkungan, lembaga 
sosial lainnya.
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B.	 Nilai dan Prinsip dalam Filantropi Islam

Filantropi Islam tidak hanya tentang memberi, tetapi 
juga tentang menanamkan nilai-nilai luhur yang membentuk 
masyarakat yang adil, peduli, dan berkelanjutan.

1.	 Keadilan (al-Adl). Keadilan adalah inti dari filantropi 
Islam, misalnya zakat sebagai mekanisme wajib untuk 
mendistribusikan kembali kekayaan dari yang mampu 
kepada yang membutuhkan, sehingga mengurangi 
kesenjangan ekonomi dan mencegah penumpukan 
harta pada segelintir orang, sehingga dalam konsep ini 
memastikan bahwa setiap individu memiliki hak atas 
sebagian harta orang lain yang telah mencapai nisab yang 
mampu menciptakan keadilan dalam distribusi sumber 
daya. Di mana filantropi Islam berupaya menciptakan 
masyarakat yang seimbang, di mana hak-hak kaum 
dhuafa terpenuhi dan tidak ada penindasan ekonomi.

2.	 Kepedulian sosial (al-Ihsan). Filantropi Islam sangat 
menekankan pada kepedulian dan empati terhadap 
sesama, terutama mereka yang kurang beruntung. 
Ajaran Islam mendorong umatnya untuk merasakan 
penderitaan orang lain dan bergerak untuk membantu. 
Infak dan sedekah adalah manifestasi langsung dari 
kepedulian sosial ini, di mana individu secara sukarela 
memberikan bantuan tanpa paksaan, semata-mata 
karena dorongan hati nurani dan keimanan. Kepedulian 
ini tidak hanya terbatas pada sesama Muslim, tetapi 
meluas kepada seluruh umat manusia dan bahkan 
makhluk hidup lainnya yang mencerminkan nilai 
universalitas Islam.

3.	 Keberlanjutan (al-Istidama). Aspek keberlanjutan 
sangat menonjol dalam filantropi Islam, terutama 
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melalui instrumen wakaf. Wakaf dirancang untuk 
memberikan manfaat jangka panjang dan berkelanjutan 
bagi masyarakat. Dengan mengelola aset wakaf secara 
produktif, manfaatnya tidak hanya dirasakan saat ini, 
tetapi juga oleh generasi mendatang. Hal ini berbeda 
dengan bantuan konsumtif yang habis dalam sekali 
pakai, sehingga dalam konsep keberlanjutan dalam 
filantropi Islam juga mendorong pemberdayaan, di 
mana bantuan tidak hanya diberikan dalam bentuk 
uang tunai, tetapi juga berupa pelatihan keterampilan, 
modal usaha, atau akses pendidikan, sehingga penerima 
bantuan dapat mandiri dan berdaya dalam jangka 
panjang yang bertujuan untuk menciptakan lingkaran 
kebaikan yang terus berputar, di mana penerima 
manfaat hari ini bisa menjadi pemberi manfaat di masa 
depan (Makhrus et al., 2024).

Dalam filantropi Islam memiliki beberapa prinsip-
prinsip sebagai suatu integral yang tidak hanya memandang 
aspek spiritual saja, melainkan juga secara sosial. Adapun 
prinsip-prinsip dalam filantropi Islam sebagai berikut :

1.	 Keikhlasan (ikhlas)
Prinsip ini adalah prinsip fundamental dalam setiap 
ibadah dan amal dalam Islam. Tindakan filantropi 
harus dilakukan dengan niat yang murni karena Allah 
Swt semata, tanpa mengharapkan pujian, pengakuan, 
atau balasan dari manusia. Keikhlasan memastikan 
bahwa pahala dari amal tersebut diterima sepenuhnya 
oleh Allah Swt.

2.	 Pertanggungjawaban (accountability) dan transparansi
Dalam konteks filantropi Islam khususnya dalam tata 
kelola oleh lembaga atau organisasi filantropi Islam, 
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sehingga prinsip akuntabilitas dan transparansi sangat 
ditekankan. Dana yang terkumpul harus dikelola 
dengan amanah, dicatat dengan baik, dan disalurkan 
sesuai dengan peruntukannya. Laporan keuangan dan 
kegiatan pun juga harus transparan kepada donatur dan 
masyarakat umum hal ini untuk menjaga kepercayaan 
dan memastikan efektivitas penyaluran bantuan.

3.	 Prioritas (aulawiyyat)
Praktik kedermawanan sangat dianjurkan dan selalu 
memprioritaskan dalam penyaluran bantuan, sehingga 
bantuan kedermawanan hendaknya didahulukan kepada 
kerabat terdekat yang membutuhkan, tetangga, atau 
mereka yang berada dalam kondisi darurat dan paling 
membutuhkan. Prioritas ini pun juga bisa diberikan 
pada program-program yang memiliki dampak sosial 
terbesar dan paling mendesak.

4.	 Tidak Riba

Filantropi Islam secara tegas menghindari segala 
bentuk praktik riba (bunga) dalam pengelolaan dan 
pengembangan dana khususnya dalam pengelolaan 
objek wakaf. Investasi atau aktivitas ekonomi yang 
terkait dengan dana filantropi harus sesuai dengan 
prinsip syariah, yaitu bebas dari riba dan spekulasi yang 
tidak etis.

C.	 Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 
Development Goals)

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development 
Goals/SDGs) dikenal sebagai agenda 2030 yang menjadi 
seruan universal untuk bertindak mengakhiri kemiskinan, 
melindungi planet, dan memastikan bahwa semua orang 
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menikmati perdamaian dan kemakmuran pada tahun 
2030. Selain itu adanya SDGs merupakan kelanjutan dari 
Millennium Development Goals (MDGs) dengan cakupan 
yang lebih luas. Berdasarkan situs resmi SDGs United Nation, 
SDGs diadopsi oleh semua Negara Anggota Perserikatan 
Bangsa-Bangsa pada tahun 2015, hal ini merupakan cetak 
biru bersama untuk perdamaian dan kemakmuran bagi 
manusia dan planet, sekarang dan di masa depan. Oleh 
sebab itu, SDGs terdiri dari 17 Tujuan yang merupakan 
seruan mendesak untuk bertindak oleh semua negara maju 
dan berkembang dalam kemitraan global. 

SDGs dalam pandang Islamic Development Bank 
(IsDB) telah mengintegrasikan SDGs dalam kerangka 
kerjanya. Adapun fokus IsDB adalah pada pembangunan 
berkelanjutan, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan 
martabat manusia di negara-negara anggotanya dengan 
menekankan pada prinsip kemakmuran bersama, martabat 
manusia, pertumbuhan berkelanjutan, ketahanan, dan 
kemitraan. Sementara Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional Republik Indonesia (Bappenas) mengintegrasikan 
SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) sehingga menjadikannya bagian integral 
dari strategi pembangunan nasional. Dalam konteks 
Indonesia, SDGs dipahami sebagai upaya pembangunan 
yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, 
tetapi juga pada keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. 
Bappenas menekankan pendekatan lokalisasi SDGs, yang 
berarti tujuan-tujuan global ini harus diterjemahkan dan 
disesuaikan dengan konteks, kebutuhan, dan prioritas 
pembangunan di tingkat nasional dan subnasional. 

Kesadaran mengakhiri kemiskinan harus berjalan 
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seiring dengan strategi yang meningkatkan kesehatan dan 
pendidikan, mengurangi ketidaksetaraan, dan mendorong 
pertumbuhan ekonomi disamping mengatasi perubahan 
iklim dan berupaya melestarikan lautan dan hutan. 
SDGs yang menekankan sifat yang universal berlaku 
untuk semua negara tanpa terkecuali, baik negara maju 
maupun berkembang sehingga harus berpartisipasi dalam 
pencapaiannya. SDGs juga bersifat terintegrasi dan tidak 
terpisahkan sehingga setiap tujuan saling terkait dan tidak 
dapat dicapai secara parsial. Adapun 17 tujuan SDGs sebagai 
berikut :

1.	 Tanpa kemiskinan (no poverty). Tujuan ini berfokus 
pada pengentasan kemiskinan ekstrem bagi semua 
orang di mana pun, yang saat ini diukur dengan orang-
orang yang hidup dengan kurang dari $1,25 per hari. 
Ini mencakup pengurangan separuh proporsi laki-laki, 
perempuan, dan anak-anak dari segala usia yang hidup 
dalam kemiskinan dalam segala dimensinya menurut 
definisi nasional, serta implementasi sistem dan langkah-
langkah perlindungan sosial yang sesuai secara nasional 
untuk semua, termasuk lantai dasar, dan mencapai 
cakupan yang substansial bagi kaum miskin dan rentan.

2.	 Tanpa kelaparan (zero hunger). Tujuan ini bertujuan 
untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan 
pangan dan gizi yang lebih baik, serta mempromosikan 
pertanian berkelanjutan. Dalam hal ini mencakup 
memastikan akses bagi semua orang, terutama yang 
miskin dan dalam situasi rentan, termasuk bayi, terhadap 
makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang 
tahun.

3.	 Kesehatan yang baik dan kesejahteraan (good health and 
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well-being). Tujuan ini berupaya memastikan kehidupan 
yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi 
semua di segala usia, hal ini mencakup pengurangan 
angka kematian ibu dan anak, pengakhiran epidemi 
penyakit menular seperti AIDS, tuberkulosis, malaria, 
dan penyakit tropis yang terabaikan, serta memerangi 
hepatitis, penyakit yang ditularkan melalui air, dan 
penyakit menular lainnya.

4.	 Pendidikan berkualitas (quality education). Tujuan ini 
bertujuan untuk memastikan pendidikan inklusif dan 
berkualitas setara serta mempromosikan kesempatan 
belajar seumur hidup bagi semua, hal ini mencakup 
memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-
laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah 
yang gratis, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada 
hasil belajar yang relevan dan efektif.

5.	 Kesetaraan gender (gender equality). Tujuan ini berfokus 
pada pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan 
semua perempuan dan anak perempuan, hal ini 
mencakup pengakhiran semua bentuk diskriminasi 
terhadap semua perempuan dan anak perempuan di 
mana pun, serta penghapusan segala bentuk kekerasan 
terhadap semua perempuan dan anak perempuan di 
ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan dan 
eksploitasi seksual dan jenis eksploitasi lainnya.

6.	 Air bersih dan sanitasi layak (clean water and sanitation). 
Tujuan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan 
dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan 
untuk semua, hal ini mencakup pencapaian akses 
universal dan setara terhadap air minum yang aman 
dan terjangkau bagi semua, serta pencapaian akses yang 
memadai dan setara terhadap sanitasi dan kebersihan 
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bagi semua.
7.	 Energi bersih dan terjangkau (affordable and clean 

energy). Tujuan ini berupaya memastikan akses terhadap 
energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan 
modern untuk semua, hal ini mencakup peningkatan 
pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global 
secara substansial, serta peningkatan tingkat global 
efisiensi energi dua kali lipat.

8.	 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (decent 
work and economic growth). Tujuan ini mempromosikan 
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, 
dan berkelanjutan, pekerjaan penuh dan produktif, 
serta pekerjaan layak untuk semua, hal ini mencakup 
pencapaian tingkat produktivitas ekonomi yang lebih 
tinggi melalui diversifikasi, peningkatan teknologi, 
dan inovasi, termasuk melalui fokus pada sektor-sektor 
bernilai tambah tinggi dan padat karya.

9.	 Industri, inovasi, dan infrastruktur (industry, innovation, 
and infrastructure). Tujuan ini bertujuan untuk 
membangun infrastruktur yang tangguh, mempro- 
mosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta 
mendorong inovasi, hal ini mencakup pengembangan 
infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, 
dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas 
batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan 
kesejahteraan manusia.

10.	Berkurangnya kesenjangan (reduced inequalities). Tujuan 
ini berfokus pada pengurangan ketidaksetaraan di dalam 
dan antar negara, hal ini mencakup pencapaian dan 
pemeliharaan pertumbuhan pendapatan bagi 40 persen 
penduduk terbawah pada tingkat yang lebih tinggi dari 
rata-rata nasional, serta pemberdayaan dan promosi 
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inklusi sosial, ekonomi, dan politik bagi semua.
11.	Kota dan permukiman berkelanjutan (sustainable 

cities and communities). Tujuan ini bertujuan untuk 
menjadikan kota dan permukiman manusia inklusif, 
aman, tangguh, dan berkelanjutan, hal ini mencakup 
peningkatan inklusi, urbanisasi yang terencana 
dan terkelola secara partisipatif, terintegrasi, dan 
berkelanjutan, serta perlindungan dan pengamanan 
warisan budaya dan alam dunia.

12.	Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab 
(responsible consumption and production). Tujuan ini 
berupaya memastikan pola konsumsi dan produksi 
yang berkelanjutan, hal ini mencakup implementasi 
Kerangka Kerja Program 10 Tahun tentang Konsumsi 
dan Produksi Berkelanjutan, dengan semua negara maju 
memimpin, dengan mempertimbangkan kemampuan 
negara berkembang.

13.	Penanganan perubahan iklim (climate action). Tujuan 
ini menyerukan tindakan mendesak untuk memerangi 
perubahan iklim dan dampaknya, hal ini mencakup 
penguatan ketahanan dan kapasitas adaptif terhadap 
bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara, 
serta integrasi langkah-langkah perubahan iklim ke 
dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional.

14.	Ekosistem lautan (life below water). Tujuan ini berfokus 
pada pelestarian dan penggunaan samudra, laut, 
dan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk 
pembangunan berkelanjutan, hal ini mencakup 
pencegahan dan pengurangan polusi laut dari semua 
jenis, khususnya dari aktivitas berbasis darat, termasuk 
puing-puing laut dan polusi nutrisi.

15.	Ekosistem daratan (life on land). Tujuan ini bertujuan 



14  

untuk melindungi, merestorasi, dan mempromosikan 
penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, 
mengelola hutan secara lestari, memerangi pengurusan, 
menghentikan dan membalikkan degradasi lahan, serta 
menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati, hal 
ini mencakup pelestarian, restorasi, dan penggunaan 
berkelanjutan ekosistem daratan dan air tawar 
pedalaman serta layanan ekosistemnya.

16.	Perdamaian, keadilan, dan institusi yang tangguh 
(peace, justice, and strong institutions). Tujuan ini 
mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif 
untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses 
keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang 
efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan, hal 
ini mencakup pengurangan semua bentuk kekerasan 
secara signifikan di mana pun, serta pengakhiran 
penyalahgunaan, eksploitasi, perdagangan, dan segala 
bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak-anak.

17.	Kemitraan untuk mencapai tujuan (partnerships for 
the goals). Tujuan ini berupaya memperkuat sarana 
implementasi dan merevitalisasi kemitraan global 
untuk pembangunan berkelanjutan, hal ini mencakup 
peningkatan dukungan internasional untuk implementasi 
yang efektif dan bertarget dalam membangun kapasitas 
di negara-negara berkembang untuk mendukung 
rencana nasional dalam mengimplementasikan semua 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

D.	Relevansi SDGs dengan Nilai-Nilai Islam

Keberadaan filantropi Islam memiliki potensi 
signifikan untuk berkontribusi pada pencapaian SDGs, 
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sehingga mengatasi tantangan sosial-ekonomi dan 
mempromosikan kesejahteraan dengan berpegang kepada 
prinsip-prinsip keadilan sosial, kesetaraan, dan pengelolaan 
sumber daya yang berkelanjutan (Dirie et al., 2024). Maka, 
dengan demikian nilai-nilai Islam memiliki relevansi yang 
mendalam dan intrinsik dengan SDGs. Banyak prinsip 
dasar dalam Islam secara alami selaras dengan semangat dan 
tujuan SDGs, menjadikannya kerangka moral dan etika 
yang kuat untuk mendukung implementasinya. Keterkaitan 
ini bukanlah kebetulan, melainkan cerminan dari visi Islam 
yang komprehensif tentang kesejahteraan manusia dan alam 
semesta. Adapun relevansi nilai-nilai Islam dengan SDGs 
sebagai berikut :

1.	Keadilan sosial dan pemerataan

Inti dari ajaran Islam adalah keadilan (adl) dan 
pemerataan sosial. Konsep ini secara fundamental 
sejalan dengan tujuan-tujuan SDGs yang berfokus pada 
pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Filantropi 
Muslim, melalui instrumen seperti zakat, infak, dan 
sedekah, berfungsi sebagai mekanisme redistribusi 
kekayaan yang efektif. Zakat, sebagai pilar ketiga Islam, 
bukan sekadar sedekah sukarela, melainkan kewajiban 
sosial-ekonomi yang memastikan bahwa sebagian 
kekayaan orang kaya didistribusikan kepada delapan 
golongan yang berhak, termasuk fakir miskin. 

Hal ini secara langsung menargetkan SDG 1 (tanpa 
kemiskinan) dan SDG 2 (tanpa kelaparan). Filantropi 
Muslim di Indonesia, menegaskan bagaimana praktik-
praktik ini telah lama berkontribusi pada kesejahteraan 
sosial, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan 
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(Latief, 2023), bahkan secara eksplisit filantropi Islam 
berakar pada prinsip-prinsip keadilan sosial, kasih sayang, 
dan redistribusi kekayaan, menawarkan kerangka kerja 
yang kuat untuk mencapai SDGs (Azlan & Abdullah, 
2023), sehingga hal ini menunjukkan bahwa motivasi 
spiritual di balik tindakan ini mendorong umat Muslim 
untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat luas, 
melampaui batas-batas individu.

2.	Peran keuangan Islam

Sistem keuangan Islam dengan landasan etika yang 
kuat, secara alami selaras dengan tujuan pembangunan 
berkelanjutan. Berbeda dengan sistem keuangan 
konvensional, keuangan Islam melarang riba (bunga), 
gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maisir (judi), serta 
menekankan pada bagi hasil dan investasi pada sektor riil 
yang produktif, sehingga adanya penekanan pada investasi 
etis dan bagi hasil ini menjadikan keuangan Islam sebagai 
mitra alami bagi SDGs (Laldin & Djafri, 2021). 

Instrumen keuangan Islam seperti Sukuk (obligasi 
syariah), Takaful (asuransi syariah), Mudharabah (bagi 
hasil), dan Musyarakah (kemitraan) dapat dimanfaatkan 
untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur yang 
berkelanjutan (SDG 9), mempromosikan pertumbuhan 
ekonomi yang adil dan inklusif (SDG 8), serta mendukung 
inisiatif lingkungan (SDG 13). Untuk mendukung hal 
tersebut perlu menyerukan reformasi dalam keuangan 
Islam untuk lebih mengoptimalkan potensinya bagi 
SDGs, termasuk pengembangan produk inovatif, 
peningkatan transparansi, dan fokus yang lebih kuat pada 
investasi berdampak (Khan, 2019). Apalagi, secara filosofi 
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di balik keuangan Islam, yang berpusat pada Maqasid al-
Shariah (tujuan hukum Islam), meliputi pemeliharaan 
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan-tujuan 
ini sangat relevan dan beresonansi dengan sifat holistik 
SDGs sehingga memastikan bahwa pembangunan tidak 
hanya berorientasi pada keuntungan materi tetapi juga 
pada kesejahteraan spiritual dan sosial.

3.	Lingkungan dan keseimbangan

Islam mengajarkan konsep khalifah (kekhalifahan), 
di mana manusia dipandang sebagai penjaga bumi dan 
memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan 
ekologis. Konsep ini menuntut penggunaan sumber 
daya alam secara bijaksana dan bertanggung jawab, 
menghindari pemborosan (israf) dan kerusakan (fasad). 
Prinsip ini sangat selaras dengan SDGs yang berfokus 
pada lingkungan, seperti SDG 6 (air bersih dan sanitasi 
layak), SDG 7 (energi bersih dan terjangkau), SDG 
12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab), 
SDG 13 (penanganan perubahan iklim), SDG 14 
(ekosistem lautan), dan SDG 15 (ekosistem daratan). 
Ajaran Islam mendorong umatnya untuk menjadi agen 
perubahan positif dalam menjaga kelestarian lingkungan, 
dari pengelolaan air yang efisien hingga perlindungan 
keanekaragaman hayati.

4.	Pendidikan dan kesejahteraan

Penekanan Islam pada ilmu pengetahuan (ilm) 
dan pentingnya pendidikan bagi semua individu, tanpa 
memandang gender, secara langsung mendukung SDG 
4 (pendidikan berkualitas). Sejak awal, Islam telah 
mendorong umatnya untuk mencari ilmu, yang dianggap 
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sebagai jalan menuju pencerahan dan kemajuan, hal ini 
mencakup pendidikan formal, informal, dan seumur 
hidup. Selain itu, konsep ummah (komunitas Muslim 
global) menekankan saling mendukung dan bertanggung 
jawab atas kesejahteraan anggotanya. Solidaritas sosial ini 
sejalan dengan tujuan kesehatan (SDG 3), memastikan 
akses terhadap layanan kesehatan bagi semua, dan 
pengurangan ketidaksetaraan (SDG 10), dengan 
menjamin bahwa tidak ada anggota komunitas yang 
tertinggal dalam hal akses terhadap kebutuhan dasar dan 
peluang.

5.	Kemitraan dan kolaborasi

Prinsip ta’awun (saling tolong-menolong) dan 
ukhuwah (persaudaraan) dalam Islam mendorong kerja 
sama dan kolaborasi lintas batas, baik di tingkat lokal, 
nasional, maupun global. Spirit ini sangat relevan dengan 
SDG 17 (kemitraan untuk mencapai tujuan), yang 
menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, 
sektor swasta, masyarakat sipil, dan individu untuk 
mencapai agenda pembangunan berkelanjutan. Islam 
mengajarkan bahwa kekuatan terletak pada persatuan 
dan kerja sama, dan bahwa tantangan global memerlukan 
solusi kolektif. Ini menciptakan landasan moral bagi 
kemitraan yang inklusif dan efektif dalam mengatasi 
masalah-masalah global yang kompleks.

Filantropi Islam, dengan akar yang kuat dalam 
ajaran Al-Quran dan Sunnah, memiliki peran historis 
dan kontemporer yang signifikan dalam mempromosikan 
kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi. Dalam 
konteks SDGs, filantropi Islam menawarkan kerangka kerja 
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yang unik dan instrumen yang kuat untuk mendukung 
pencapaian agenda global ini dengan mengoptimalkan 
instrumen filantropi Islam seperti zakat, infak, sedekah, 
dan wakaf, yang semuanya memiliki potensi besar untuk 
berkontribusi pada SDGs.

Zakat, sebagai pilar ketiga Islam, adalah kewajiban 
bagi umat Muslim yang mampu untuk mendistribusikan 
sebagian kekayaan mereka kepada delapan golongan yang 
berhak, termasuk fakir miskin. Hal ini menandakan bahwa 
secara langsung mengatasi kemiskinan ekstrim dan kelaparan 
dengan prinsip redistribusi kekayaan, adalah kerangka 
kerja yang kuat untuk mencapai SDG 1 dan 2. Selain itu, 
dana filantropi Islam dapat digunakan untuk menyediakan 
layanan kesehatan dasar, obat-obatan, dan fasilitas medis bagi 
masyarakat yang membutuhkan. Wakaf, khususnya wakaf 
tunai atau wakaf produktif, dapat mendanai pembangunan 
rumah sakit, klinik, atau program kesehatan jangka panjang 
dengan mengidentifikasi keuangan sosial Islam sebagai 
instrumen penting untuk mencapai SDG 3.

Potensi filantropi Islam sebagai instrumen 
pembangunan berkelanjutan sangat besar dan masih dapat 
dioptimalkan untuk memberikan dampak yang lebih 
signifikan terhadap pencapaian SDGs. Filantropi Islam tidak 
hanya berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, tetapi juga 
sebagai mekanisme pemberdayaan yang mampu mendorong 
perubahan struktural dan berkelanjutan. Dengan populasi 
Muslim global yang mencapai miliaran jiwa, potensi dana 
yang dapat dihimpun dari zakat, wakaf, infak, dan sedekah 
adalah sangat besar. Estimasi menunjukkan bahwa triliunan 
dolar dapat diakumulasikan dan didistribusikan secara 
global. Jika dikelola secara efektif dan strategis, dana ini 
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dapat dialokasikan untuk proyek-proyek SDGs berskala 
besar baik di tingkat lokal maupun internasional, mengatasi 
kesenjangan pembiayaan yang signifikan dalam mencapai 
Agenda 2030. 

Lembaga seperti Islamic Development Bank (IsDB) 
telah menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Islam 
dapat diterapkan dalam skala global untuk pembangunan 
berkelanjutan, dengan fokus pada pengentasan kemiskinan, 
pendidikan, dan infrastruktur di negara-negara anggotanya. 
Namun, koordinasi global yang lebih kuat dan platform yang 
terintegrasi diperlukan untuk memaksimalkan aliran dana 
ini ke area yang paling membutuhkan dan selaras dengan 
prioritas SDGs. Ini termasuk pengembangan mekanisme 
yang memungkinkan donasi lintas batas yang efisien dan 
transparan, serta pembentukan kemitraan strategis dengan 
organisasi pembangunan internasional dan pemerintah.

Filantropi Islam secara inheren bersifat etis dan 
bertanggung jawab secara sosial, sebuah karakteristik yang 
sangat selaras dengan konsep investasi berdampak (impact 
investing). Investasi berdampak mencari keuntungan 
finansial sekaligus dampak sosial dan lingkungan yang 
positif. Prinsip-prinsip keuangan Islam, seperti larangan 
riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maisir 
(judi), serta penekanan pada bagi hasil dan keadilan, secara 
alami mendorong investasi pada sektor riil yang produktif 
dan bermanfaat bagi masyarakat. 

Keuangan Islam, termasuk filantropi, dapat diarahkan 
pada tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan melalui 
instrumen seperti Sukuk hijau atau wakaf produktif yang 
mendanai proyek energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, 
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atau perumahan terjangkau. Konsep Maqasid al-Shariah 
(tujuan hukum Islam), yang mencakup pemeliharaan agama, 
jiwa, akal, keturunan, dan harta, memberikan kerangka 
filosofis yang kuat. Maqasid menekankan bahwa segala 
aktivitas ekonomi dan sosial harus bertujuan untuk mencapai 
kesejahteraan holistik bagi individu dan masyarakat, yang 
beresonansi dengan sifat interkoneksi SDGs yang luas.

Dengan mengatasi masalah-masalah sosial dan 
ekonomi yang mendasar, seperti kemiskinan, kelaparan, 
dan kurangnya akses terhadap pendidikan serta kesehatan, 
filantropi Islam berkontribusi secara langsung pada 
peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Ketika 
kebutuhan dasar terpenuhi dan peluang terbuka, kualitas 
hidup secara keseluruhan meningkat, yang pada gilirannya 
dapat berdampak positif pada tingkat kebahagiaan. Laporan 
seperti World Happiness Report (2025) secara konsisten 
menunjukkan korelasi kuat antara kesejahteraan subjektif 
dengan faktor-faktor seperti dukungan sosial, pendapatan, 
kesehatan, kebebasan, kemurahan hati, dan tidak adanya 
korupsi—semua area yang secara langsung atau tidak 
langsung ditargetkan oleh SDGs dan dapat didukung 
oleh filantropi Islam. Filantropi, dengan esensinya yang 
mendorong empati dan solidaritas, tidak hanya memberikan 
bantuan material tetapi juga membangun ikatan sosial dan 
rasa kebersamaan yang esensial bagi kebahagiaan kolektif.

Untuk memaksimalkan dampak filantropi Islam 
terhadap SDGs, diperlukan pengembangan model 
pengelolaan yang lebih transparan, efisien, dan inovatif. 
Penggunaan teknologi digital, seperti platform crowdfunding 
berbasis syariah, aplikasi zakat dan wakaf, serta teknologi 
blockchain untuk meningkatkan transparansi dan 
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akuntabilitas, dapat merevolusi cara dana dihimpun dan 
didistribusikan. Selain itu, adanya peningkatan minat dalam 
studi filantropi Islam, mengindikasikan bahwa ada dorongan 
akademis dan praktis untuk inovasi dan pengembangan lebih 
lanjut dalam sektor ini. Inovasi ini akan memungkinkan 
identifikasi penerima manfaat yang lebih tepat, pelacakan 
dampak yang lebih akurat, dan respons yang lebih cepat 
terhadap krisis atau kebutuhan mendesak yang sejalan 
dengan target SDGs (Huda et al., 2023). 

Salah satu kekuatan utama filantropi Islam adalah 
kemampuannya untuk beroperasi pada tingkat akar rumput, 
memberdayakan komunitas lokal untuk mengidentifikasi 
dan menyelesaikan masalah mereka sendiri. Pendekatan 
berbasis komunitas ini sangat efektif dalam mencapai tujuan 
SDGs yang memerlukan solusi yang disesuaikan dengan 
konteks lokal dan partisipasi aktif dari masyarakat. Misalnya, 
dana wakaf dapat digunakan untuk membangun dan 
mengelola fasilitas pendidikan atau kesehatan yang dikelola 
oleh komunitas, atau zakat dapat disalurkan untuk program 
pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan 
pasar kerja lokal. 

Kewirausahaan sosial, yang sering didukung oleh 
filantropi Islam, dapat menciptakan peluang ekonomi dan 
memberdayakan individu untuk mandiri secara ekonomi. 
Pendekatan ini tidak hanya memberikan bantuan sementara 
tetapi juga membangun kapasitas dan ketahanan komunitas, 
menciptakan solusi berkelanjutan yang mengurangi 
ketergantungan dan mempromosikan swasembada, sejalan 
dengan prinsip “tidak meninggalkan siapa pun” dari SDGs 
(Almarri & Meewella, 2015)
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BAB 2
REGULASI DAN KERANGKA 
HUKUM FILANTROPI ISLAM

A.	 Regulasi Filantropi Islam di Tingkat Nasional

Filantropi Islam di Indonesia menunjukkan 
perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade 
terakhir, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat 
terhadap pentingnya pengelolaan dana keagamaan secara 
sistematis. Peran negara dalam mengatur dan memastikan 
tata kelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf ) menjadi 
sangat vital demi menjaga kesesuaian dengan prinsip-prinsip 
syariah. Pemerintah Republik Indonesia, melalui regulasi yang 
komprehensif, berupaya menciptakan sistem pengelolaan 
filantropi Islam yang tidak hanya legal secara hukum positif, 
tetapi juga sahih menurut syariat Islam. Instrumen hukum 
yang diterbitkan mengatur secara terperinci aspek-aspek 
penting seperti penghimpunan dana, penyaluran kepada 
penerima manfaat, serta pengawasan terhadap efektivitas 
penggunaan dana sosial tersebut.

Salah satu regulasi utama yang menjadi fondasi dalam 
pengelolaan zakat adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 
2011 tentang Pengelolaan Zakat. Regulasi ini memberikan 
legitimasi kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 
dan lembaga amil zakat lainnya untuk mengelola zakat secara 
profesional, akuntabel, dan transparan. Di sisi lain, dalam 
konteks wakaf, pemerintah juga memainkan peran sentral 
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BAB 3
INSTRUMEN FILANTROPI 

ISLAM DAN KONTRIBUSINYA 
PADA PEMBANGUNAN 

BERKELANJUTAN
 

Berdasarkan laporan Sustainable Development Goals 
(SDGs), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan 
bahwa lebih dari 700 juta individu di seluruh dunia masih 
hidup dalam kemiskinan ekstrem, sementara ketimpangan 
semakin memburuk di beberapa negara. Hal ini disoroti oleh 
fakta bahwa pembangunan global telah mencapai kemajuan 
di beberapa bidang. Selain itu, tren ini menunjukkan perlunya 
program sosial dan ekonomi yang lebih tepat sasaran untuk 
mengatasi isu-isu masalah sosial dan ekonomi struktural 
secara komprehensif. Salah satu metode yang relevan untuk 
membantu menopang pembangunan sosial dan ekonomi 
adalah filantropi Islam (Khan & Haneef, 2022).

Filantropi Islam yang mencakup zakat, wakaf, infak, 
dan sumbangan amal lainnya. Komponen-komponen 
ini sangat penting dalam kerangka kerja ekonomi Islam 
karena bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
sosial, mengurangi ketidaksetaraan, dan meningkatkan 
keberlanjutan dalam masyarakat. Di luar peran mereka 
dalam redistribusi kekayaan, keempat instrumen ini telah 
terbukti secara efektif mengatasi tantangan sosial dan 
lingkungan kontemporer, seperti kemiskinan, kesenjangan 
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BAB 4
KONTRIBUSI FILANTROPI 

ISLAM DAN PEMBANGUNAN 
YANG BERKELANJUTAN

A.	 Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan

Zakat produktif merupakan pendistribusian zakat yang 
bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup penerima zakat 
(mustahik) melalui bantuan modal usaha atau pelatihan 
keterampilan. Dari mustahik yang dapat mengembangkan 
dana tersebut diharapkan pada akhirnya tidak lagi 
tergolong sebagai mustahik karena telah mampu memenuhi 
kebutuhan hidupnya secara mandiri (Riza, 2021). Hal 
ini sesuai dengan tujuan utama zakat dalam Islam yaitu 
mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kemandirian 
ekonomi umat. Dengan pendekatan produktif, dana zakat 
tidak hanya berfungsi sebagai bantuan jangka pendek yang 
bersifat konsumtif tetapi menjadi investasi jangka panjang. 
Pengelolaan zakat produktif ini memerlukan pendampingan 
yang berkelanjutan dari pengelola zakat (amil) untuk 
memastikan bahwa dana yang diberikan dapat dimanfaatkan 
secara maksimal dan sesuai dengan tujuan dalam upaya 
pemberdayaan ekonomi mustahik.

Untuk memastikan pendistribusian zakat produktif 
berjalan efektif dan memberikan dampak optimal dalam 
meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik, ada 
beberapa kriteria-kriteria yang menjadi persyaratan mustahik 
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BAB 5
STRATEGI PENGUATAN 

FILANTROPI ISLAM 
UNTUK PEMBANGUNAN 

BERKELANJUTAN

A.	 Peningkatan Kesadaran dan Literasi Filantropi Islam

Filantropi Islam menyimpan potensi besar dalam 
menunjang pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. 
Meski demikian, potensi ini tidak akan maksimal jika tidak 
didukung oleh kesadaran dan pemahaman yang memadai 
dari masyarakat secara luas. Sebagai bentuk kepedulian 
sosial, filantropi berperan penting dalam mempererat 
solidaritas antar warga serta mendorong perbaikan kualitas 
hidup bersama. Di Indonesia, aktivitas filantropi telah 
terorganisasi dalam berbagai bentuk seperti zakat, infak, dan 
sedekah, yang memainkan peran penting dalam mendukung 
perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan sosial. 

Praktik ini tidak semata-mata dilandasi oleh kewajiban 
agama, tetapi juga tumbuh dari rasa empati dan kepedulian 
terhadap sesama, tanpa memandang perbedaan suku, agama, 
atau status sosial. Kesadaran akan pentingnya filantropi juga 
mencakup lebih dari sekadar memberikan bantuan materi, 
melainkan juga memahami secara mendalam makna dan 
dampak positif dari tindakan tersebut (Adi et al., 2024).
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